Menimbang

Mengingat

CEMERINTEH HOTAMADYA DATRAH TifGRAT 12
MOJGKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYR DAFRAH TINGKAT IT MOJOKERTO
NOMOR & TAHUN 1992

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATUTAN DRAERAY FOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11
MOJOKERTO NOMOR 7-TAHUN 1980 TENTANG RESTRIBUSI ATAS IZIN.

DISPENSASI  ANGKUTAN MELALUI”JALAN YANG GIKUASAT
PFMERINTAH KOTAMADYA DAERAM TINGKAT 11 MOJOKERTO

DENGAN RAFRMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPAﬂA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO

H bahwa berhubung metentuan besarnya pungutan tarif restribusiﬁ

izin dlSpenSdSl kelas jalan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II

.- Mojokerto bebdgalmana ‘diatur dalam- Peraturan Daerah Kotamadya
. Daerah Tingkat I }ogokerto Nomor 7 tahun 1980 yany telan dlubah
-terakhir dengdn Peraturan Daerah Kotamadye Daerah Tingkat 11

Mojokerto homuz' 11 Uatiin 1983 sudah tidak sesual _¢agi denyan
perkembangan keadaan  dewasa “i1i, maka dipandany perlu untuk
diadakan perubdban Gengan m@nuanqkan ketentuan, perubahan _dlmak—

sud dalam svatu Pereturan Daerah.

: 1.0 Undang - undang Nomor ® tahun 19742 tentang Poxuk?bbkok Peme~

rintahan di Daerah ;

2. Undang - undang Nomor 17 tahun 1950 Lentang Pembentukan
Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa
Tenyan/Jiva baral

3. Undang-undany Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umom
Restribusi Daerah ;

4. Undang-underng Momor bomor 3 tahun 1565 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan Raya ;

(%]

. Undang-undang Momor 13 tahun 1980 tentana Jalan ;

6. Peraturan Pemerinlah Nomor 47 tapun 1982 tentany Perubahan

Batas Wilaymh Kotamsdys Daerah Tingkal I1 Mojokerto ;
7. Peraturen Pemsriniah Newor Z6 Lahun 1985 Lenlang Jalan ;

5. Peraturan Menler) Dalam Negerl Nomor 8 Lahun 1983 tentang

Bentuk pPeralaran Daerch Perubahan
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9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Numer 23 tahun 1566 iLeniang
Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Daerah Xotamadya Daerah Tingkat IT Mojokerto Nomor

1 tahun 19950 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 4l Ling-
kungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Il Mojokerto.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadyd Daerah Tingkat II

Mojokerto :

Menetapkan

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERU-

BAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAE TINGKAT I1 MOJO
KERTO NOMOR 7 TAHUN 1980 TENTANG RESTRIBUSI ATAS IZIN DISPENSASI
ANGKUTAN MELALUI JALAN YANG DIKUASAT PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTC.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto
Nomor 7 tahun 1980 tentang Izin Dispensasi Kelas Jalan dalam
Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerte yang telah disahkan
dengan Surat Keputusan Gubernur Képala Daerah Tingkat I Jawa
Timur tanggal Z5 April 1981 Nomor : 184/P fahun 1981 dan diun-
dangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Mojo-
kerto, Homor 2/B tanggal 11 Juni 1981 Seri B, yang telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto :
Nomcr -1 tahun 1383 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat T1 Mojokerto Nomor 7 tahun 1980 tentang
Izin Dispensasi Kelas Jalan dalam Kotamadya Daerah Tingkat TI
Mojokerto, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala
Daersh Tingkat I Jawa Timur Nomor tanggal 19 Januari 1884 Nomor
25/P tahun 1984 dan diundangkan dalam Lembaran Daerxah Kotamadya
Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1/B tahun 1984 Seri B, diubah
lagi sebagal berikut

A. Judul Peraturan Daerah diubah dan harus dibaca !
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1T Mojokerto ten-
tang Zetribusi atas Izin Dispensasi Angkutan melalul Jalan

vang dikuasal Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo-

kerto.
R. Semua  istilah " Izin Dispensasi Kelas Jalan " diuban  dan
harus dilssca " Izin DPispensasi Angkutan ".
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E.

i+

., Pasal 5 ayst {7}, dirubah dan hare dibeca !
(2) Besarnya retribusi tersebut pada ayat (1) Pasal ini,

ditetapkan untuk setiap kerdaraan bermotor sebagal beri
kut :

a. Untuk  satu kaii Jalan yang bermuatan, sebesar

Rp. 1.000,00 (seribu rupiah} ;

b. Untuk pemberian Izin Dispensasli angkutan khusus terha-
dap Jjalan yang keadaan rusak, sebesar Rp. 2.50G,00
fdua ribu lima ratus rupiah) setiap ritasi kendaraan
{pulang pergil.

D. BAB IV dan Pasal &, diubah dan harus dibaca sebagal beri -
kut :

BAB IV
KETENTUAN PIDANA DAN PENVIDIKAN

Pasal 6

(1) Barang siapa melanggar ketentwan-ketentuan dalam Peraturan
Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-iamanya 6
fenam} bulan . atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00
(ima puluh ribu rupiah) ;

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Fasal ini,
adalah pelanggaran.

Setelah Pasal & ditambah Pasal 6A sebagai berikut :

Pasal GA

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas pelang-
garan tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14
Peraturan Daerah ini, . dilakukan oleh Pejabat Penyidik
Pegawai Negeri- Sipil di Lingkungan Pemerintah kKotamadya
baerah Tingkat II Mojokerto yang pengangkatannya ditetapkan

berdasarkan Peraturan Perundang-urdangan yang berlaku;

{Z) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik  sebagal-

mana dimaksud pada ayat (1) Pasal 1ni, berwenang :

a. menerima laporan ataa pengaduan dari seseorang tentang

adanya tindak pidana ;

b. melakukan tindakan pertama pada sasat 1tu ditenpat kejadi-

an dan melakukan pemeriksaan ;
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ri

. menyursh berienti tersangka den senyaran suiab lzin dan

atau tandan pengenal dirl tersangka ;

melakukan penyitaan benda atau surat

. mengam:1} sidik jari dan memotret seseorang ;

. memangyil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagal

tersangka atan saksl ;

. merdatangkan orang ahll yang diperlukan dalam  hubungan

dengan gamer iksaan perkara ;

. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat

cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan
pelanggaran dan selanjutnya Penyidik memberitahukan hal
tersebut Kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga-

nya ;

. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat diper-

tanggung Jawabkan.

(3) Pejabat Penyidik Pegawal Negeri Siplil, membuat beita acara

setiap tindakan tentang ;

a.

b.

C.

pemer iksaan rumah ;
memasukl rumah

penyitaan benda ;

. pemerliksasn surat ;

. pemeriksaan saksi ;

f. penerikssan Citempat kedadian dan mengirimkan kepada
POLRI dengen tembusan kepada KEJAKSAAN.
Pasal II
Peraturan Dmerah ini mulai berlaku pada tanggal diun-
dangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahul, memerintahkan pengun-

dangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Xotamadya Dasrah Tingkat II Mojokerto.

MoJjckerlo, 4 Februari 1992
DEWAN PERWAKILAN FAKYAT DARERAM WALIKOTAMADYZ KEPALA DAFRAH TINGKAT II
KOTAMADYA DAERAH TINGRAT II MOGICKERTC MOJOKERTO
Ketua,
Cap. thd. Cap. ttd.
ACHMAD SOCHIB WADIJONG, S5.H.
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Disahkan dengan Keputusan Gubernur XKepals Laerah Tingaab I Jawa Timur
tanggal 30 September 1392 Nomor 411/F tahun 1952.

An. CGUBERNUR KEPALA DAFRAH TINGKAT 1
JAWA TIMUR
Sekretaris Wilayah/Daerah

Cab. ttd.

Drs. SCEDJITQ
Pembina Utama Madya
NIP. 010 0le 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadys Daerah Tingkat I Mojckerto
Nomor : 4/B tahun 1992 Seri B pada tanggal 17 Cktober 1992.

An. WALIKOTAMADYA KFPALA DARRAH TINGKAT 11
MOJOKERTO
Plh. Sekretaris Kotamadya Daexrah

Cab. ttd.
H.A. SJAKIR MUKTL, S.H.

Pembina
NIP. 510 035 B01.




ATAS

PERATURAN DABERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I1 MOJOKERTO
NOMOR 5 TAHUN 1992

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11
MOJOKERTO HNOMOR 7 TAHUN 1980 TENTANG IZIN DISPENSASI KELAS
JALAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMLIM

Berkenaan dengan adanya Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Timur tanggal 23 Oktober 1990 Nomor 974/35351/014/19%0 perihal Penertiband
Pelaksanaan Pemberian dan Pemungutan Retribusi Izin Dispensasl Angkutan, maka
ketentuan besarnya tarif retribusi Izin Dispensasi Kelas Jalan dalam Kotama-
dya Daerah Tingkat 1I Mcjokerto yang tertuvang dalam Peraturan Daerah  Kola-
madya Daerah Tingkat II Mojokerto Wowor 7 tahun 1980 d&an telah diadakan
perubahan Pertama dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daersh Tingkat II Mojo-
kerto Nomor 1l tahun 1983, yang juga sudah tidak sesual lagi dengan perkem-
bangan ekonomi dewasa ini, perlu diadakan perubahan lagi untuk disesuaikan
dengan Pedoman dari Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dimak-

sud dan menuvangkan ketentuan perubahan tersebut dalam Peraturan Daerah.

Peraturain Daerah ini adalah merupakan perubban kedua dari Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mcjokerto Nomor 7 tahun 1986, yang keten-
tuan besarnya Retribusi adaiah sesuail dengan Pedoman dalam Surat Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tersebut diatas.

IT1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan Pasal II : Cukup jelas.

~000006-
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